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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 
Eksistensi keluarga telah menghadapi berbagai ancaman yang bersumber dari 

berbagai dampak proses transformasi sosial yang berlangsung sangat cepat dan tak 

terhindarkan. Banyak keluarga yang mengalami permasalahan sosial maraknya perceraian, 

kekerasan dalam rumah tangga, anak telantar, kasus kenakalan remaja, kejahatan, 

pengangguran, ekonomi keluarga yang tidak bisa terpenuhi, termasuk beban keluarga yang 

memiliki banyak anak. Dampak negatif transformasi sosial akan menggoyahkan eksistensi 

keluarga sehingga menjadi rentan atau bahkan berpotensi tidak memiliki ketahanan. Oleh 

karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan membuat Peraturan Daerah Nomor 3 

tahun 2017 tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagai landasan 

hukum bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam upaya 

pemberdayaan ketahanan keluarga. 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi dalam 

menjalankan tugasnya dalam meningkatkan ketahanan keluarga maka diperlukan 

koordinasi dan kerjasama yang baik dimana koordinasi dan kerjasama ini akan 

memudahkan terlaksananya kegiatan ketahanan keluarga. Dalam hal ini Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Berkoordinasi dan 

Berkerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di 

Kabupaten/Kota dan Instansi seperti BKKBN, DPPKB,Dinas Sosial, dan Dharma Wanita. 

Koordinasi dan Kerjasama ini diperlukan untuk mencapai pembangunan ketahanan 

keluarga tidak hanya satu instansi yang menjalankan karena rentannya keluarga tidak 

semata-mata akibat faktor ekonomi, tetapi masalah yang sangat kompleks sehinga di 



perlukan kerjasama dari berbagai pihak. Negara harus hadir dalam mendorong dan 

mempromosikan keluarga yang kuat dan berkualitas karena dampak dari rentan nya 

ketahanan keluarga munculnya kemiskinan, stunting, tingkat kejahatan dan kekerasan 

tinggi sehingga keluarga menjadi urusan negara. Negara merupakan tempat 

menggantungkan harapan bagi setiap anggota masyarakat agar dapat menggunakan 

kekuasaan dan kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan 

sehingga setiap anggota masyarakat terjamin melaksanakan berbagai aktivitas. 

Administrasi Publik menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Proses pemikiran dan tindakan oleh aparatur negara untuk 

menciptakan instrumen pengaturan kemudian dilaksanakan untuk melahirkan keteraturan 

melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya secara 

efisien dan efektif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Administrasi publik 

meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan 

perwakilan politik. Dapat disimpulkan bahwa negara merupakan pemilik kekuasaan, 

kewenangan dan wilayah, pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan dan kewenangan 

sedangkan masyarakat sebagai sasaran pemanfaatan hasil kekuasaan dan kewenangan 

dalam rangka peningkatan taraf hidup  atau kesejahteraan masyarakat. 

Peraturan Daerah No 3 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan   pembangunan 

ketahanan keluarga dan berdasarkan pasal 1 ayat 6 menjadi salah satu sub-urusan Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi.(Perda no.3 thn 2017 Tentang 

Keluarga.) Maksud penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga adalah untuk 

mewujudkan dan  meningkatkan  kemampuan, kepedulian, serta tanggung jawab 

pemerintah provinsi, keluarga, masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimalisasi keuletan 

dan ketangguhan keluarga. Sehingga terwujudnya kualitas keluarga di perlukan Koordinasi 

dan Kerjasama dengan instansi terkait dan Kabupaten/Kota. 



Peraturan ini berkedudukan sebagai pedoman bagi pemerintah Provinsi dan 

pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pembangunan keluarga. Pasal 7 ayat 

1 menyatakan bahwa sasaran utama penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga ini 

adalah keluarga prasejahtera. Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang tidak dapat 

memenuhi salah satu indikator atau lebih dari 6 indikator penentu, yaitu pangan, sandang, 

papan, penghasilan, kesehatan dan pendidikan. Berikut jumlah keluarga menurut 

Kabupaten/Kota dan klasifikasi keluarga di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019. 

Tabel 1. Jumlah Keluarga Menurut Kabupaten/Kota dan Klasifikasi Keluarga 

di Provinsi Sumatera Selatan 2019 

NO Kabupaten/Kota Pra Sejahtera Sejahtera 1 Sejahtera II Jumlah 

1. Ogan Komering Ulu 8 734 36 470 24 163 69 367 

2. Ogan Komering Ilir 21 118 86 401 88 939 196 458 

3. Muara Enim 10 807 46 160 83 177 140 144 

4. Lahat 7 089 45 508 53 354 105 951 

5. Musi Rawas 10 590 13 129 86 764 110 483 

6. Musi Banyuasin 15 132 57 308 53 030 125 470 

7. Banyuasin 38 684 74 084 74 002 186 770 

8. OKU Selatan 19 901 54 699 96 520 171 120 

9. OKU Timur 11 781 28 382 28 285 68 448 

10. Ogan Ilir 5 953 50 460 32 508 88 921 

11. Empat Lawang 3 126 31 350 31 240 65 716 

12. Penukal Abab 
Lematang Ilir 

2 882 20 537 21 531 44 950 

13. Musi Rawas Utara 3 389 9 765 25 329 38 483 

14. Palembang 35 563 122 951 147 629 306 143 

15. Prabumulih 3 686 20 007 16 188 39 881 

16. Pagaralam 1 254 3 272 29 475 34 001 

17. Lubuk Linggau 1 456 14 428 26 305 42 189 
 Sumatera Selatan 201 145 714 911 918 431 1 834 495 

Sumber : Sistem informasi satu data Sumsel 2019 

Berdasarkan tabel 1 terlihat bahwa jumlah keluarga Provinsi Sumatera Selatan 

Tahun 2017 berjumlah 1.834.495 dan keluarga pra sejahtera 201.145 yang artinya terdapat 

201.145 Keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal. 

 

Jumlah keluarga Pra sejahtera tertinggi yaitu Kabupaten Banyuasin dengan jumlah 38.684 

dan tertinggi kedua yaitu kota Palembang berjumlah 35.563. Kabupaten Ogan Ilir dengan 

jumlah 5.953 dan Kabupaten Empat Lawang dengan jumlah 3.126. Dilihat dari tingginya 



jumlah keluarga Pra Sejahtera di Kabupaten Banyuasin dan Kota Palembang serta 

Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Empat Lawang yang jumlahnya lebih rendah maka 

akan dilihat bagaimana Koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam usaha mengarahkan Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten/Kota untuk 

melaksanakan ketahanan keluarga. 

Ketahanan Keluarga masuk dalam kategori isu-isu strategis, merupakan kondisi 

yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan. Berikut penulis lampirkan 

tabel Kriteria yang digunakan untuk melihat Isu-isu strategis dan mengetahui penilaian 

Ketahanan Keluarga dalam hal peningkatan kualitas keluarga beserta bobot masing-masing 

kriteria 

Tabel 2. Bobot Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis 

N 

o 
Kriteria*) Bobot**) 

1 
Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap 

pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi 
20 

2 Memiliki dampak yang ditimbulkannya terhadap publik 20 

3 Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah 15 

4 Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani 15 

5 Merupakan Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan 30 

 Total 100 

Sumber : Renstra DPPPA Sumsel 2019 

Skor penilaian Kriteria : 

5 : sangat penting 

4 : penting 

3 : cukup penting 

2 : kurang penting 

1 : tidak penting 



Berdasarkan tabel 2 bahwa untuk menentukan keberhasilan isu-isu strategis di 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera selatan ada 

beberapa kriteria penilaian yaitu Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap 

pencapaian sasaran Renstra provinsi, Memiliki dampak yang ditimbulkannya terhadap 

publik, Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah, Kemungkinan atau 

kemudahan untuk ditangani, Merupakan Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan. 

Kemudian Skor penilaian yang didapatkan pada program Ketahanan Keluarga dikali 

bobot kriteria. 

Berikut Hasil skoring permasalahan dalam rangka penentuan isu strategis di Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan 

Tabel 3. Tabel Skoring Dalam Penentuan Isu-isu Strategis 

 

N 

O 

Permasalahan Kriteria 1 Kriteria 2 Kriteria 3 Kriteria 4 Kriteria 5 total Ran- 

king 
Skor 1-5 ( x 20) Skor 1-5 ( x 20) Skor 1-5 ( x 15) Skor 1-5 (x 15) Skor 1-5   (x 30) 

1 Belum optimalnya 

peningkatan 

kualitas hidup 

perempuan 

5 x 20 = 100 5 x 20 = 100 5 x 15 = 75 5 x 15 = 75 5 x 30 = 150 500 1 

2 Belum optimalnya 

upaya pemenuhan 
hak anak 

5 x 20 = 100 5 x 20 = 100 5 x 15 = 75 4 x 15 = 60 1 x 30 = 30 365 2 

3 Belum optimalnya 

perlindungan 
perempuan 

5 x 20 = 100 4 x 20 = 80 4 x 15 = 60 4 x 15 = 60 1 x 30 = 30 330 3 

4 Belum optimalnya 

perlindungan 
khusus anak 

5 x 20 = 100 4 x 20 = 80 4 x 15 = 60 4 x 15 = 60 1 x 30 = 30 315 4 

5 Masih rendahnya 
implementasi PUG 

5 x 20 = 100 4 x 20 = 80 3 x 15 = 45 4 x 15 = 60 1 x 30 = 30 315 5 

6 Masih kurangnya 
ketersediaan data 
gender 

5 x 20 = 100 4 x 20 = 80 3 x 15 = 45 4 x 15 = 60 1 x 30 = 30 315 6 

7 Belum optimalnya 

tatakelola 
pemerintah 

5 x 20 = 100 4 x 20 = 80 3 x 15 = 45 4 x 15 = 60 1 x 30 = 30 315 7 

8 Belum optimalnya 

upaya peningkatan 
ketahanan keluarga 

5 x 20 = 100 4 x 20 = 80 2 x 15 = 30 3 x 15 = 45 2 x 30 = 60 315 8 

Sumber : Renstra DPPPA Sumsel 2019 

 

Berdasarkan tabel 3 terlihat bahwa capaian Ketahanan Keluarga dalam hal 

meningkatkan kualitas keluarga tergolong masih rendah bahkan mendapatkan peringkat ke 



delapan dari delapan isu strategis di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi 

Sumatera Selatan. Tugas Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi 

Sumatera Selatan dalam mengkoordinasi yaitu dijelaskan pada pasal 34 dan kerjasama 

dijelaskan pada pasal 35. 

Pasal 34 mengenai Koordinasi yaitu pemerintah provinsi melaksanakan 

koordinasi dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dengan pemerintah, 

pemerintah Kabupaten/Kota, Instansi terkait, masyarakat dan dunia usaha. Berdasarkan isi 

peraturan daerah nomor 3 tahun 2017 pasal 35 bahwa Pemerintah provinsi seharusnya 

menjalin kerjasama dengan instansi terkait yang membidangi hal yang sama dalam 

pemberdayaan keluarga. Instansi yang membidangi hal yang sama yaitu 

BKKBN/DPPKB, Dinas sosial dan Dharma Wanita. 

Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera 

Selatan dalam koordinasi yang dijelaskan pada pasal 34, Pemerintah provinsi sudah 

melakukan tugasnya dalam Koordinasi dengan Kabupaten dan Kota. Kabupaten dan kota 

seharusnya melaksanakan kegiatan ketahanan keluarga kepada Provinsi sehingga di 

lakukan evaluasi bagi daerah yang tidak melaporkan hasil kegiatan. Ketahanan Keluarga 

Provinsi bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan anak Kota serta 

Kabupaten. Kendalanya di perwakilan Kabupaten/Kota banyak yang tidak melaksanakan 

ketahanan keluarga padahal sudah diarahkan oleh Provinsi. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jecky Yulias selaku Staf yang 

membidangi ketahanan keluarga di provinsi sumatera selatan, bahwa ada beberapa 

kabupaten dan kota yang tidak melaksanakan ketahanan keluarga. Hal tersebut di perjelas 

dalam capaian kinerja Ketahanan Keluarga. Berikut Presentase Kabupaten/Kota yang 

melaksanakan peningkatan ketahanan keluarga pada tahun 2020. 



Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Ketahanan Keluarga 

Dpppa Provinsi Sumsel Tahun 2020 

 

No Tahun Program/sasaran 

strategis 

Lokasi Indikator 

Kinerja 

Capaian 

Kinerja 

1. 2020 Program Penguatan Provinsi Presentase 11,76% 
  Kualitas Keluarga Sumatera Kabupaten/kota  

   Selatan yang  

    melaksanakan  

    peningkatan  

    ketahanan  

    keluarga  

Sumber : Lkjip DPPPA tahun 2020 
 

Berdasarkan tabel 5 diatas indikator kinerja ketahanan keluarga dilihat dari 

presentase Kabupaten kota yang melaksanakan ketahanan keluarga. Dapat dilihat bahwa 

hanya 11,76% dari Kabupaten dan Kota yang melaksanakan masih ada beberapa 

kabupaten dan kota yang tidak melaksanakan ketahanan keluarga. Kesulitan 

mengoordinasikan tim ketahanan keluarga yang dikabupaten dan kota, akhirnya belum 

dilakukan evaluasi bagi daerah yang tidak melaporkan kegiatan Ketahanan Keluarga. 

Belum terjalin kerjasama yang baik dengan instansi terkait, dan lemahnya pengawasan 

oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi sehingga upaya 

Koordinasi Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga belum optimal. 

Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan dengan bertemakan Ketahanan 

Keluarga. Adapun beberapa penelitian yang bertemakan Ketahanan Keluarga, salah 

satunya dari Diah Nurwitasari (Nurwitasari, 2016) yang berjudul Formulasi kebijakan 

pembangunan ketahanan keluarga (studi kasus peraturan daerah provinsi jawa barat nomor 

9 tahun 2014). Formulasi dilakukan karena maraknya permasalahan sosial yang terjadi di 

Jawa Barat yang diakumulasi dari rentannya kondisi keluarga. Adanya masukan, tuntutan 

dan dukungan menjadi dasar dilakukannya sebuah proses politik yang melibatkan pelaku 

kebijakan, yaitu Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD Provinsi Jawa Barat, yang 

menghasilkan kebijakan publik tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan 



Keluarga. Peraturan Daerah ini merupakan peraturan daerah pertama di Indonesia yang 

mengatur tentang Ketahanan Keluarga yang diharapkan dapat diwujudkan Ketahanan 

Keluarga. 

Penelitian lain mengenai Ketahanan Keluarga selanjutnya adalah dari Taufik 

Hidayat (Hidayat, 2019) yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kota Depok 

Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga. Penelitian ini didapatkan 

kesimpulan yaitu sudah ada beberapa program yang telah dilaksanakan seperti Tribina 

keluarga, Usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS), Pusat Informasi 

Konseling Remaja (PIK-R) dan RW Ramah Anak. Tetapi belum adanya Petunjuk 

Pelaksanaan serta Peraturan Wali Kota terkait Ketahanan Keluarga. Padahal berdasarkan 

pasal 45, petunjuk pelaksanaan harus ditetapkan paling lambat satu tahun terhitung sejak 

diberlakukannya perda ketahanan keluarga. Akibatnya program berjalan tidak terarah 

dikarenakan tidak adanya petunjuk pelaksanaan. 

Selanjutnya Penelitian dari Yunus Syafriansyah Wiriana et. al. (Wiriana et. al., 

2020) yang berjudul implementasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan ketahanan 

keluarga melalui kelompok tribina oleh dinas pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana Kabupaten Karawang. Hasil penelitian menunjukan bahwa banyaknya jumlah 

kelompok kegiatan Tribina yang terdiri dari Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja 

dan Bina Keluarga Lansia   seharusnya dapat menjangkau kelompok masyarakat secara 

luas serta dapat memberikan dampak dan kontribusi positif dari keberadaannya. Akan 

tetapi, banyaknya jumlah kelompok kegiatan Tribina masih bertolak belakang dengan 

keberadaan dan tingginya angka keluarga pra-sejahtera di Kabupaten Karawang. Hal 

tersebut diakibatkan karena kerjasama lintas sektor yang belum terorganisir serta advokasi 

terhadap tokoh formal dalam pemberian dukungan terhadap kelompok kegiatan Tribina 



yang masih kurang menyebabkan terhambatnya pemberdayaan Kelompok Kegiatan 

Tribina. 

Penelitian selanjutnya adalah dari Mujahidatul Musfiroh et.al. (Musfiroh et.al., 

2019) yang berjudul analisis faktor-faktor ketahanan keluarga di kampung kb rw 18 

Kelurahan Kadipiro kota Surakarta. Hasil penelitian menunjukan bahwa responden 

memiliki ketahanan keluarga dengan kriteria baik. Data penelitian menunjukan bahwa 

seluruh responden (100%) memiliki pengetahuan baik tentang ketahanan keluarga. 

Berdasarkan keempat penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil formulasi 

dan implementasi ketahanan keluarga sudah berjalan dengan baik walaupun masih ada 

kendala yang ditemukan. Penelitian penulis, Peraturan daerah nya sudah di formulasikan 

dan sudah dilaksanakan sehingga memiliki perbedaan dengan penelitian dari Diah 

Nurwitasari dan Taufik Hidayat. Namun permasalahannya memiliki kesamaan dengan 

penelitian dari Yunus Syafriansyah Wiriana dkk yaitu dalam penyelenggaraan ketahanan 

keluarga di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera 

Selatan Pelaksanaan ketahanan keluarga belum optimal, Kerjasama lintas sektor belum 

terlaksana, Koordinasi dengan Kabupaten dan Kota belum berjalan dengan baik. Sehingga 

dalam penelitian ini akan melihat Pelaksanaan ketahanan keluarga, bagaimana kerjasama 

dan koordinasi dengan kabupaten/kota serta instansi terkait. 

Berdasarkan temuan-temuan yang telah dijabarkan pada latar belakang di atas, 

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam terhadap Pelaksanaan 

Kegiatan Ketahanan Keluarga di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 

Provinsi Sumatera Selatan. 

 
 

B. Rumusan Masalah 



Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang 

dapat dirumuskan adalah Bagaimana Koordinasi dan Kerjasama dalam implementasi 

peraturan daerah nomor 03 tahun 2017 tentang ketahanan keluarga oleh Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan? 

C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan koordinasi dan kerjasama dalam 

implementasi peraturan daerah nomor 03 tahun 2017 tentang ketahanan keluarga oleh 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. 

D. Manfaat Penelitian 

 

1) Manfaat Teoritis 

 

Adapun manfaat teoritis dari penilitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan 

dan sumbangan pemikiran bagi para pembaca serta para akademisi yang berminat 

mengembangkan penelitian ini lebih lanjut guna mengembangkan ilmu Administrasi 

Publik khususnya Kosentrasi Kebijakan Publik. 

2) Manfaat Praktis 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan 

informasi bagi pihak Instansi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Provinsi Sumatera Selatan. 
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